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A. Latar Belakang Masalah 
Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam 
sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus 
mengacu pada hak asasi manusia. Beralihnya sistem kepenjaraan kepada 
sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan 
terhadap narapidana, demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian 
beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan istilah tersebut tidak 
hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan 
dalam sistem penjara, tetapi lebih bagaimana memberikan perlakuan yang 
manusiawi terhadap narapidana tersebut.1 
Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai salah 
satu hukuman yang paling menjerakan dalam menerapkan sanksi pidana. 
Sehingga suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang  berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar 
hukum.2 
Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya 
dikenal  penuh penyiksaandan deskriminatif, berubah sejalan dengan 
perubahan konsepsi  penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau 
pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi 
                                                          
1 Djisman Samosir, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bandung: 
Bina Cipta, hal.81. 
2 P.A.F. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, hal.34. 
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perbuatannya.3 Adalah Sahardjo pada waktu itu menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman yang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan yang 
dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas 
Indonesia mengemukakan:  
“ Bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu 
 dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat 
 pembinaan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, 
 tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat ”.4 
 Ditegaskan oleh Sahardjo, sebagai mana yang dikutip oleh Harsono, 
untuk memperlakukan narapidana maka diperlukan landasan sistem 
pemasyarakatan. Secara singkat tujuanpidana penjara adalah pemasyarakatan 
mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi 
perbuatan jahat oleh narapiadana  melainkan juga orang yang telah tersesat 
diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang 
berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan 
pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.5 
Sehubungan dengan masalah pengayoman ini. Muladi berpendapat 
bahwa,  pengayoman tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan 
hanya berupa  finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, 
fisik, keahlian dan ketrampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai 
kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak 
melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan negara.6 
Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
                                                          
3 Tolib Setiabudy, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung:Alfabeta, hal.99. 
4 Sahardjo, 1983, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, (Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 
Juli 1963, di Universitas Indonesia), Jakarta: UI Press, hal.8. 
5 HC Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, hal.2. 
6 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 1995, Bandung: Alumni, hal.105. 
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diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, dalam Pasal 1 angka 2 
menyatakan sebagai berikut: 
“ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat di terimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab ”.  
Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan 
sebagaimana telah disebutkan diatas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang 
narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan  sebagai berikut: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak berikut telah diatur secara 
lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas dan Cuti  Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam pasal 
14 UU Pemasyarakatan diberikan  terhadap para narapidana yang telah 
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan 
minimal 9 (sembilan) bulan. 
Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk 
mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada 
waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan 
untuk bekerja sendiri dengan  tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman 
diperpendek, karena bagian yang terakhir  dari hukuman tidak dilaksanakan, 
sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena 
masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman 
yang sesungguhnya.7 
Dalam proses pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan begitu saja 
oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya peran dari masyarakat, 
disebabkan  karena masyarakatlah yang akan dapat memulai menerima 
apakah pembinaan  narapidana tersebut dapat mengenal diri narapidana atau 
tidak. Sebab dalam kenyataannya banyak narapidana setelah menjalani 
pembinaan di Lemabaga Pemasyarakatan tidak menjadi manusia yang baik 
tidak merasa takut dan jera malah sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan 
dijadikan tempat menimba kejahatan bagi mereka. 
Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan 
fundamental. Penentuan ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan 
                                                          
7 J.E. Jonkers, 1946, Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta, PT Bina Aksara, hal.324. 
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sebagai hasil evaluasi bahwa pidana yang telah dijalaninya sudah dianggap 
cukup menjadikannarapidana tersebut orang yang baik sehingga dengan 
demikian pidana yang dilakukan terhadap dirinya telah berhasil sekalipun 
tidak dijalaninya seluruhnya di Lembaga Pemasyarakatan.8  
Namun demikian narapidana tersebut tidak lepas sama sekali pembinaan 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena sekalipun 
telah mendapat  program pembebasan bersyarat dan secara faktual memang 
harus keluar dari lembaga tetapi masih terikat dengan amsa percobaan. Masa 
percobaannya meliputi sisa masa hukuman yang harus dilaksanakannya. 
Karena itu tingkah lakunya di dalam masyarakat perlu mendapatkan 
pembinaan terus dan bilamana melanggar persyaratan yang ditentukan maka 
harus menjalani kembali pidana yang masih belum dijalaninya. 
Dalam hubungannya pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan mempunyai 
dua aspek pokok yaitu: 
1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. 
2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana. 
Secara rinci tujuan pemidanaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:9 
1. Prevensi Spesial 
Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidananya khususnya agar 
terpidana tidak melakukan pidana lagi. 
2. Prevensi General  
                                                          
8 Harian Analisis, Rabu, 19 Juni 2017, 09:18: Seputar Pemberian Bebas Bersyarat,dalam 
http://harian.analisisadaily.com/opini/news/seputar-pemberian-pembebasan-bersyarat-baginarapidana/1
29246dilihat Senin 19 Maret 2018. 
9 Sudut Hukum, Senin 11 Agustus 2016, 08:11 WIB: Portal Hukum Indonesia, dalam 
https://www.suduthukum.com/2016/09/tujuan-pemidanaan.html- dilihat Senin 19 Maret 2018. 
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Pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah 
terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak 
melakukan kejahatan.  
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan 
adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk 
menyesali perbuatannya, dan  mengembalikannya menjadi warga masyarakat 
yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 
keagamaan, sehingga tercapai kehidupan yang aman, tertib dan damai. Tujuan 
pemidanaan menurut teori gabungan.10 
Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap 
masyarakat  dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu 
pidana mengandung  hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan 
membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk 
menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. 
Melihat pentingnya hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas 
mengenai  “Pembebasan Bersyarat Dan Tujuan Pemidanaan Studi 
Efektifitas Bagi Narapidana  Terhadap Tujuan Pemidanaan” 
 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
1. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pembebasan bersyarat dan 
tujuan pemidanaan, khususnya terbatas pada efektifitas pembebasan 
bersyarat bagi narapidana terhadap tujuan pemidanaan dari sudut pandang 
                                                          




Perundang-Undangan Indonesia. Tujuan dari pada pembatasan masalah ini 
agar dalam pembahasan tetap fokus pada hal-hal yang dicapai terkait 
tujuan pemidanaan dalam pemberian bebas bersyarat bagi narapidana saja, 
tidak melebar pada permasalahan yang lain. 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka penulis merumuskan 
dua pokok permasalahan, sebagai berikut: 
a. Bagaimana penerapan dan pengawasan pemberian pidana bebas 
bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I 
Surakarta? 
b. Bagaimana pemberian bebas bersyarat terkait efektifitas dalam 
mencapai tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I 
Surakarta? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan dan pengawasan pemberian pidana bebas 
bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I 
Surakarta. 
b. Untuk mengetahui pemberian bebas bersyarat terkait efektifitas dalam 
mencapai tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I 
Surakarta. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
dan memberikan tambahan wacana ilmu hukum dalam hal 
mendeskripsikan  beberapa pengaturan dalam pemberian pembebasan 
bersyarat dan tujuan pemidanaan guna pengembangan ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
b. Manfaat Praktis 
Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan 
dinamis,  sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulisan 
dalam yang  menerapkan ilmu yang diperoleh dan diharapkan dapat 
memberikan tambahan informasi kepada masyarakat terkait pembebasan 





























Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang  kemerdekaan di Rutan Klas I Surakarta. Dalam 
penelitian ini penulis melakukan  penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas 
I Surakarta, karena di Surakarta tidak  adanya lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) melainkan hanya terdapat Rumah Tahanan  Negara (Rutan).  
Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang 
berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi sesorang yang 
baik. Atas dasar  pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang 














PREVENSI GENERAL PREVENSI SPESIAL 
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untuk membangkitkan rasa harga diri  pada diri sendiri dan pada orang lain, 
serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan 
kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya 
berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral 
tinggi.11 
Pemberian pembebasan besryarat bagi narapidana merupakan salah satu 
hak narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang 
Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dalam 
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat timbul hambatan-hambatan 
dalam praktiknya, misalnya prosedur pengusulan pembebasan bersyarat 
terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk samapi mendapat 
keputusan diterima atau ditolak, kemudian melanggar hukum disiplin dalam 
Lapas/ Rutan yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal 
mendapatkan pembebasan bersyarat dan untuk itu upaya dalam mengatasi 
hambatan-hambatan pemebabsan bersyarat harus terselesaikan secara baik 
agar hak narapidana dalam mendapatkan pembebasan bersyarat benar-benar 
terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya. 
Hakikatnya bahwa narapidana agar berubanya menjadi lebih baik di 
mayarakat  sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Mengenai 
tujuan pidana untuk  pencegahan kejahatan, biasanya dibedakan anatar 
istilah prevensi spesial dan prevensi  general. 12  Maksud prevensi spesial 
adalah sejauhmana pengaruh pidna terhadap terpidana. Jadi pencgahan 
kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan  mempengaruhi tingkah laku 
                                                          
11  Bambang Poernomo, 1996, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal.187. 




si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana 
bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan 
berguna bagi masyarakat. Tujuan pidana serupa dikenal dengan sebutan 
reformation. Kemudian dalam pengertian prevensi general mempunyai arti 
bahwa sejauhmana pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. 
Artinya pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan 
mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada  umumnya untuk tidak 
melakukan pidana, sehingga dapat diterima di masyarakat. 
  
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam 
mengumpulkan  data penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, 
dan pemikiran tertentu  yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.13 Adapun 
metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini penulis 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang kemudian 
dihubungkan dengan data yang ada di lapangan mengenai praktik 
pembinaan narapidana dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam 
kaitannya dengan tujuan pemidanaan. 
2. Jenis Penelitian 
                                                          
13 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal.4. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 
deskriptif14, agar dapat memberikan gambaran secara tepat dan lengkap 
tentang pengaturan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana 
dan tujuan pemidanaan, dan efektifitas pembebasan bersyarat bagi 
narapidana terhadap tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara 
Surakarta (Rutan) Klas 1 Surakarta. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Surakarta Klas 
I Surakarta dengan pertimbangan di lokasi penelitian terdapat banyak 
narapidana yang mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang terkait secara langsung dengan 
permasalahan yang diteliti mengenai keterangan-keterangan yang 
secara langsung dari lokasi penelitian dari Pejabat dan Petugas di Rutan 
Klas I Surakarta, narapidana yang diberi hak pembebasan bersyarat, 
serta pihak terkait. 
b. Data Sekunder, yakni data yang berupa: 
I. Bahan hukum primer yaitu: 
a) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
b) PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 
                                                          




c) PP No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 
M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas. 
e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 
M.2.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 
Bersyarat. 
f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 
g) Teori beberapa ahli mengenai tujuan pemidanaan. 
II. Bahan hukum sekunder yaitu: 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer yang ada kaitan permasalahan yang diteliti mengenai 
pelaksanaan pembebasan bersyarat dan tujuan pemidanaan seperti 
artikel, skripsi , literatur hukum baik klasik maupun kontemporer dan 
buku-buku kepustakaan hasil seminar. 
III. Bahan hukum tersier yaitu: 
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) 
dan ensiklopedia. 
5. Metode Pengumpulan Data 
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Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis 
menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian yang 
digunakan oleh penulis berupa data yang ada di Rumah Tahanan Negara 
Klas I Surakarta. Selain itu penulis juga menggnakan metode penelitian 
lapangan dengan teknik wawancara dengan Pejabat atau Pegawai Rutan 
Klas I Surakarta dan para narapidana yang terkait dan relevan dengan 
objek penelitian. 
6. Metode Analisis Data 
Untuk dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis 
menggunakan metode secara kualitatif dengan mengolah data yang 
diiventarisasi kemudian dianalis dengan metode analisis deskriptif 
kualitatif dengan penalaran deduktif yang berawal dari pengaturan 
mengenai pembebasan bersyarat kemudian ditarik pada 
praktik/implementasinya dan berakhir pada suatu kesimpulan. 
F. Sistematika Penulis 
Dalam melakukan penelitian ini penulis memberikan gambaran tentang 
bagian-bagian dari penelitian yang disusun dalam empat bab: 
Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang 
gambaran-gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang 
masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta diakhiri sistematika 
penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai 
materi-materi beserta teori-teori yang berkenaan dengan judul serta rumusan 
masalah dalam penelitian yang meliputi: tinjauan umum tentang penerapan 
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pemberian bebas bersyarat pada narapidana,  tinjauan umum mengenai 
hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana 
dalam bebas bersyarat. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 
menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang meliputi: 
pengaturan mengenai penerapan pemberian bebas bersyarat serta 
hambatan-hambatan yang timbul. 
Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan atas 
penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi: kesimpulan yang didasarkan 
pada hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
